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- KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja kInstansi llF’emerir;tah,A
(LAKJiP) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran: ini
merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja
yang telah dicapai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2020 sepagaimana
tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 antara kami Kepala
Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran selaku penerima
amanah dengan Kepala Bidang Anggaran selaku pemberi amanah. |

Selain itu, LAKJiP ini juga merupakan salah satu parameter yang
digunékan kami selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan| Kebijakan
Penganggaran untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan |tugas dan
fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tligas dan Fungsi serta Tata KFrja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. -

" Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kami selaku Kepala Sub
Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran telah menetapkan Indikator
Kinerja Individu yaitu 1. Jumlah Dokumen: KUA-PPA 2. Jumlah:- Dokumen
KUPAfPPAP, 3. Jumlah peserta Asistensi RKA. Tentunya kIndika!tor‘ Kinerja
tersebut diukur dengan beberapa parameter yaitu, sejauhmana Output kinerja
tersebut berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Program Kepalafl Anggaran.
yaitu tingkat kepatuhan OPD dalam menyusun RKA sesuai Pedoman. Dari
Parameter tersebut . -Kepal? Sub . Bidang Perencanaan dan Kebijakan
Pengahggaran memastikan Indikator Kinerja atas 3 (tiga) kegiatan tersebut
dapat tercapai, sehingga pada akhirnya Indikator Program Kepala Bidang
Anggaranvdan Indikator Kinérja UtamakKepala BPKAD terwujud. | ;

Akhirnya, dengan. semangat transparansi -dan komitmen untuk
memberikan kontribusi terbaik, Kepala Sub Bidang Perencalmaan dan
Kebijakan Penganggaran akan terus berupaya mengajak seluruh jaj'aran- dalam
‘membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar
kepercayaan publik meningkat. Semoga dokumen ini memberikan manfaat -
bagi peningkatan kinerja Badan _Perigeloaan Keuangan dan Aéet Daerah
Kabupaten Mojokerto kedepan. : =
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Bab I
PENDAHULUAN

‘A, LATAR BELAKANG |

Semakin menmgkatnya tuntutan masyarakat | terhadap

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan
clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system
pertanggungiawaban yang jelas, tepat, terukur, dan efektif yaing dikenal
dengan Sistem Akuntablhtas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan
pemermtahan dan .pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhas11 guna, bertanggung]awab dan bebas dari praktlk—pral'{tlk kolusi,
korups1 dan nepotisme (KKN)

_ | Akuntabﬂltas merupakan perwujudan kewajiban unit| organisasi
uﬂtuk mempertanggungjawabkan pengelolaan  sumber daya dan
pelaksanaan kebljakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan  yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban berupa laporan akuhtabilitas kinerja seca1l°a periodik.
Pelaporan tersebut dalam bentuk LAK]jIP sesuai amanat Inpres Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntablhtas Kinerja Instansi Pemerlntah (AKIP) dan
Peraturan Menteri - Pendayagunaan Aparatur Negara * dan | Reformasi
B1rokras1 nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kmerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara ReV1u atas Laporan Kinerja
Instan51 Pemerintah. | |

Untuk mereal1sas1kan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas
pelaksanaan LAKjIP tahun 2020 dimana sebagai implementasi dar1 SAKIP |

tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten:

MOJokerto yang merupakan salah satu unsur Pemerlntah Daerah
Kabupaten MOJokerto menggunakan pendekatan perencanaan llclnerja dan
pengukuran kinerja sebagai dasar untuk ‘melakukan anahsls tentang
tlngkat capalan kinerja instansi dalam rangka pencapaian saﬂsaran atau

target yang telah dltetapkan




B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI -~
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah (BPKAD) merupakan
unéur unit pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, memiliki
tugas‘ pokok dan fungsi s‘ebagéirﬁana diatur dalam Peratur?n, Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MOJokerto
Nomor 5), serta Peratu_ran Bupatl Mojokerto Nomor 78 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto '
yahg mempunyai tugas; pokok ‘membantu Bupati dalam melaksanakan
fungs1 penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
di bldang keuangan. 5
Sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati tersebut Bidaﬂg

, Ariggaran mempunyai tugasA membantu Kepala Bkada!tn dalam
melaksanakan sebaglan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah meliputi mehputl meliputi  perencanaan dan kebijakan
penganggaran, penyusunan ‘aﬁggaran sérta penyusunan |rancangan
anggaran pemblayaan | o ‘ |
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dlatas, Kepala

B1dang Anggaran mempunya1 fung31 sebagal berikut :

1. Perumusan bahan' rancangan kemampuan keuangan terkait
- pendapatan daerah belanJa daerah dan pemblayaan daerah;

2. perumusan bahan kebljakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanjav
- Daerah (APBD) Kebuakan Umum Anggaran (KUA) dan Pr10r1tas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

3. perumusan bahan kebijakan bahan umum perubahan APBD Kebijakan

- Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
| Sementara Perubahan (PPASP); '

4 perumusan bahan .surat. edaran tentang pedoman penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Rencana Keg’latan dan
: Anggaran Perubahan: (RKAP) -perangkat daerah (SKPD) dan RKA/ RKAP-

_ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

b .

5. perumusan bahan nqta keuangan APBD dan perubahan APBD;




6. ;perumusan' bahan Dokumen 'Pelaksanaan Anggaran

(DPA) dan

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD dan PPKD;

7. perumusan bahan sosialisasi rancangan APBD dan Perubahan APBD;

8. perumusan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD~dan

‘perubahan APBD;

9. ‘perumusan bahan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran

"APBD dan penjabarah perubahan APBD;

105 pelaksanaari evaluasi dan penyusunan laporan; dan

11. pelaksanaan tugas-tugas kedmasan la1n yang diberikan oleh Kepala

" Badan.

Dalam pelaksariaan tugas sebagaimana tertuang dalam Tugas

Pokok Fungsi tersebut diatas, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh 3 (tiga)

Kepala Sub Bidan‘g dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebljakan Penganggaran mempunyai

tugas

memproses bahan dan menyusun kemampuan keuangan terkait

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daeral'Il

menyusun bahan kebljakan umum APBD dan kebuakan umum

Perubahan APBD; o
menyusun bahan PPAS dan PPASP;

menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA/ RKAP—

 SKPD dan RKA/RKAP SKPD;

melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Anggaran.

2 Sub Bidang Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas :

menyusun- bahan 5031allsas1 rancangan peraturan daer
APBD dan PAPBD;

ah tentang

menyusun bahan nota keuangan ranéangan peraturan daerah tentang

APBD dan perubahan APBD;
menyusun bahan rancangan peraturan daerah tentang

rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;

APBD dan.




- menyusun bahan rancanga‘nk peraturan daerah tentang ]perubahan
APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran
" perubahan APBD; |

- . menyusun bahan tanggapan hasil evaluasi rancangan APBD dan

PAPBD; . " | R

- memproses dan rme;ngkoordinir penyusunan DPA/ DPPA-SKPD dan
~ DPA/DPPA-PPKAD. N |

- melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan ‘

v—f melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

. Bidang Anggaran.

3. Sﬁb Bbidang Penyusuhan Rancangan Anggaran Pembiayaan mempunyaii“
tugas | - '
- ' menyusun bahan- bahan dan materi kebijakan pemblayaan daerah;
- merancang pembiayaan daerah; 7
- menyusun bahan koordinasi dengan unit keija dan perangkat daerahl
terkait guna kepentmgan penyusunan perencanaan pemblay’aan
- menyusun bahan kebljakan teknis anggaran pembiayaan daerah ,
- "menyusun data dan menganalisa kemampuan keuangan daerah,
- kebijakan teknis penerimaan dan pengeluaran belanja daerah |
- melakukan evaluasi dan menyusun laporan dan o
- melakukan tugas tugas kedinasan lain yang dlbefikan oleh 'Kepala
; Bidang Ahggarah. | ‘

Perlu diketahui bahwa pada Tahun 2020 Kepala Bidang Anggaran |
Vbeserta Jajaran Sub B1dang melaksanakan Program Pen1ngkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 2 (dua) Indlkator
KlnerJa Program yaitu : (1) Persentase Kesesualan Program dan Kegiatan

pada OPD terhadap Dokumen Perencanaan dan (2 Persentase[, OPD yang
menyusun RKA sesuai pedoman | | l

| Kedua Indikator ~K1nerja tersebut adalah Indikator—1nd1kator yang
wajib dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja
Utama Kepala BPKAD yaitu seberapa optimal Perangkat Daerah di

Kabupaten Mojokerto dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset yang baik.




Parameter nya adalah beberapa Indikator Kinerja Program Kepala Bidang
daloat tercapai secara optimal, “dimana kunci keberhasilannya ’ditehtukan
dari Indikator Program Kepala Bidang, yaitu salah satun’ya adalah
' Indlkator Program Kepala Bldang Anggaran. 7
| Agar Indikator Kinerja “Persentase OPD dengan tata Kelolak

Keuangan dan Aset Daerah yang baik” dapat terlaksana rrllaka perlu
dldukung Program- -program yang tepat sasaran dan berpengaru!h terhadap
Indikator Kinerja Utama Kepala BPKAD tersebut. Terdapat 3 (t1ga) Programk
Utama, dimana ke tiga- tlganya saling mendukung satu sama lain dan.
ketlga program ini adalah Program penunjang ’I‘ugas Pokok dan Fungs1
masing-masing Kepala Bidang yakni :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah o

3. Program Pembinaan dan Fas111ta31 Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Penmgkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah Program yang diemban dan dilaksanakan oleh Kepala_ :
Bidang Anggaran sebagal kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya.
menggunakan sumber daya yvang disediakan untuk mencapal{I hasil yang
diterukur sesuai dengan I’nlSl BPKAD.

‘Dalam wupaya pencapalan Indikator Program Kepala Bldang
Anggaran dan sasaran BPKAD dapat terwujud, Kepala Sub Bidang
Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran telah menetapkan beberapa' '
keglatan dan telah dibuat Perjanpan Kinerja sebaga1 berlkut ' |

‘1. Penyusunan KUA-PPA : | ) -
2. Penyusunan KUPA-PPAP | |

3 Asistensi / Inventarisasi RKA APBD dan Sinkronisasi Anggaran

!
1




C. SISTEMATIKA PENULISAN |

PENGANTAR

BABI PENDAHULUAN , : |

BAB.II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN /

| A Pérjanjian Kinerja o | ,

B. Capaian Kinerja “ ' |

C. Evaluasi dan ~Analisa Kinerja }

D. = Rencana Tindak Lanjut :

E. Tanggapaﬁ Atasan Langsung :
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, BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA _
‘ Perjanjian KlnerJa adalah lembar/ dokumen yang bers1kan
penugasan dari p1mp1nan Perangkat Daerah kepada bawahan untuk
melaksanakan Program dan Kegiatan yang disertai dengarrl indikator
kitlerja. “Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen}I - penerima
amanah dan Kkesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas
kitlerja terukur yang didasarkan pada tugas dan fungsi Pegrangkat Daerah
serta Sumber Daya yang tersedia. : ' ! ‘
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Kabupaten
MO_]OkeI‘tO pada tahun 2020 telah menyusun Perjanjian Klnlerja antara
Kepala BPKAD- dengan ‘Bupati, Sekretaris dengan Kepala BPKAD Para
Kepala Bidang pada BPKAD dengan Kepala BPKAD, serta PeJabat Eselon
IV dengan Atasannya yang dldasarkan pada Penetapan Kinerja sesuai
Sasaran dan Indikator Sasaran. Perjanjian Kinerja tersebut menyajlkan
Indlkator Kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kod1s1
yang seharusnya tanpa ‘mengesampingkan Indikator lain yang relevan
Target Indlkator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten’ Mo_]okerto Tahun 2020 akan menjadi tolok ukur dalam
mengukur keberhasilan. atau kegagalan Pemerintah Daerah dalam upaya
pencapalan Visi, Misi, Tu_]uan dan Sasarannya o f
Penetapan Klnerja Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebljakan
_Penganggaran tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan
dari Kepala Bidang Anggaran kepada kami untuk melaksanaléan program
dan Kkegiatan yang disertai dengan Indkator Kinerja, sehmgga tervvujud.
komintmen dan kesepakatan ‘kami selaku ‘penerima amanah dengan
pemben amanah atas kinerja kami yang terukur berdasarkan 'I‘ugas Pokok
dan Fungsi yang dibebankan kepada kami selaku Kepala Sub Bidang
: Perencanaan dan Kebljakan Penganggaran. Dengan demikian target kinerja
yang dlperjanﬂkan sebagalmana maksud tersebut diatas beror1enta31 pada

hasﬂ atau outcomes




Selanjutnya kami cantumkan Perjanjian antara kami selaku

‘Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaraf’m\ dengan.
Kepala Bidang Anggaran sebagai berikut :

{
|
{
i

‘ PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 f
- KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN

NO SASARAN | = INDIKATOR KINERJA UTAMA 5 TARGET
(1) (2) : . (3) @
- 1. | Meningkatnya |IKU Kepala BPKAD: , - 100%
| Kualitas Persentase OPD dengan tata kelola !
Pengelolaan k:euangan dan aset yang baik |
Keuangan dan | IKI Kepala Anggaran : f} |
Aset Daerah 1. Persentase OPD yang { 100%
menyusun RKA “sesuai | | :
'Pedoman B }
2. Persentase - Kesesuaian ! 100% »
Prbgram dan Kegiatan OPD {
- terhadap ‘ Dokumen |
Perencanaan f
IKI Kepala Sub Bidang Perencanaan |
dan Kebijakan Penganggaran : |
1. Jumlah Dokumen KUA-PPA [ 75 buku
2. Jumlah Dokumen KUPA-PPAP || 75 buku
3. Jumlah Peserta Asistensi RKA | | 136 peserta

.
i

No < Program v Anggaran Keterangan

1. | Program Peningkatan dan 506.649.000 ' PAPBD

‘ pengembangan Pengelolaan ,
Keuangan Daerah  (yang |

dilaksanakan oleh Kepala
Sub  Bidang - Perencanaan
dan ; ~ Kebijakan
Penganggaran) @

B. CAPAIAN KINERJA
Capalan kinerja adalah proses sistematis dan berkesmambungan untuk
menilai keberhasﬂan dan kegagalan pelaksanaan  kegiatan sesuai

‘dengan program, kebljakan sasaran dan tujuan yang telah d1tetapkan




|

]
i
|

} _
dalam mewujudkan v131 misi dan strategi instansi pemermtfah Proses~
ini dimaksudkan untuk men1la1 pencapaian setiap indikator kmerja
guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan | kegagalan
pencapalan tuJuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pu{la analisis -
kakuntabllltas Kinerja - ‘yang menggambarkan keterkaitan pencapalan
indicator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka
'mewujudkan sasaran tujuan, visi dan misi sebagaimana d1tetapkan
dalam Rencana Strategls Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mojokerto. . . !

Capa1an kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan
antara target kinerja: sasaran dengan realisasi klnerja sasaran atau
dengan kata lain membandmgkan capaian indikator klner_]a sampal ’
dengan tahun berjalan dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang

A !
direncanakan., o : ' _ |

: Capalan kinerja dllakukan dengan menggunakan indicator k,merja pada
level Program. Pengukuran dengan menggunakan indikator klnerja pada
{level Program dlgunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan
‘antara Program dengan 1nd1kator kinerjanya, sehingga keberhasﬂan
“: Program didasarkan antara lain Rencana Kinerja Tahunan yang
;dltetapkan pada masmg masing Sub Bidang dlbawahnya Penetapan
Kinerja (PK) serta Indikator KlnerJa Individu (IKI) Sub Bldang yang

“ menjadi bawahannya ,
Capaian Kinerja Individu Kepala Sub B1dang Perencanaan dan Kebijakan
JPenganggaran diukur dengan parameter sejauhmana Keluaran dari
| kegiatan yang dllaksanakan dapat berpengaruh terhadap capalan
“ Kinerja Program Kepala Bldang Anggaran ; ‘
jKepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan pengukuran indikator
_ : kinerja Program dldasarkan sebagaimana yang telah d1tetapkan dalam
‘Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020 serta fnendasarkan pula pada
Indikator Kinerja Individu (IKI) Sub Bidang bawahannya. | |
:Berlkut dibawah ini dljelaskan beberapa metode untuk mengukur

‘ ;' Kinerja Ind1v1du pada: masing-masung Sub Bidang sebagai ber1kut :




-
‘,
’.

- 1. Metode Pengukuran Klner_]a ' , l

f .
{Pengukuran kinerja dllakukan dengan membandingkan rencana dan

1 |
" realisasi sebagai ber1kut. ' |

:a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan | semakin
tlnggmya kmerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan

semakin rendahnya kmerja, digunakan rumus: |
Realisasi ’I ‘
|

Capaian indikato;r kinerja =
’ Rencana i ;
: b) Apabila semakin t1ngg1 realisasi menun_]ukkan' semakin
- rendahnya kmerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan
semakin tmgglnya kinerja, digunakan rumus: I :
Rencana - (Realisasi - Renjcana)
Capaian indikafor kinerja = 7 , x 100%
i ; f : Rencana ! {
Atau : . ~ : : ,

!

(2x Rencana ) - Realisasig

Capaia indikator kinerja = - - -- X 100%
o | .Rencana : |

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran ,‘

- Hasil pengukuran capa1an klnerja dalam menentukan hasﬂ evaluasi

kinerja untuk setlap indikator kinerja sasaran Pemermtah Daerah

| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto

dengan menggunakan metode pengukuran dengan skala ord1na1 yaltu

‘ Predlkat/ Kategon - Skala Ordinal

j Sangat Baik >92,5
[Baik 70<X <85
[ Cukup Baik 55<X=70
f Tidak Baik <’55 ’

Untuk capaian masing—masmg 1nd1kator ‘kinerja sasaran d1s1mpulkan
berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok PenylmpLTlan capalan

sasaran tersebut d1_]elaskan berikut ini.

Penylmpulan pada . tlngkat sasaran dilakukan dengan mengahkan

 jumlah 1nd1kator untuk setiap kategori (sangat baik, baik, | cukup baik o

"10-




f Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Tidak Baik

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasai‘kan skala

:>92,5
: 70 < X < 85.
: 55 < X < 70
HES 55

‘indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

* Nilai fnean setiap kat¢gori ditetapkan sebagai berikut :

i
i
[

i

‘dan tidak baik) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean

; (ratarata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan Jumlah

'Jumlah Indlkator untuk setiap kategor x Nilai mean setiap kategor1

Capaian Sasaran = --i——-——- --------------------- '----‘----—--------—---;-——f ------
. - Jumlah Indikator kinerja sasaran

- pengukuran ordlnal dengan katagori sangat berhasil, berhasﬂ cukup
berhasil, dan tidak berhasil. '

Dar1 Target Capalan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala '

Bidang Anggaran pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana d1tuangkan dalam

PerJanjlan Kinerja dapat d1ukur dengan hasil sebagai berikut :

i

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGAN GGARAN

CAPAI

NO - SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALIAS
| | UTAMA | ASI  |AN (%) |
(1) (2) - (3) (4) (5) (6)
1. | Meningkatnya |IKI Kepala Bidang | 48 opd |48 opd 100%
| Kualitas Anggaran : ' !
| Pengelolaan Persentase OPD yang :
| Keuangan dan | menyusun RKA sesuaj
| Aset Daerah Pedoman» ;
2. IKI Kepala Sub Bidang
‘ Perencanaan ‘dan
Kebijakan
Penganggaran : :
1. Jumlah | 7Sbuku | 75 buky | 100%
Dokumen KUA-
PPA |
2. Jumlah 75 buku | 75 buku |

Ao
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‘Dokumen KUPA- 100%

|
: |
. PPAP | ; ,
i
|

3. Jumlah Peserta - 136 136 100%
f’ Asistensi RKA peserta peserta ,

,
i

Hasil tersebut dicapai dengan didasarkan pada metode Pengukuran Angka 1

huruf A yaknl : |
Indikator K1nerja Individu ke 1. Jumlah Dokumen KUA-PPA - i

‘ Realisasi
Capaian indikator kinerja = -- memeeen - x 100%
- Rencana
» 80 buku
Capaian indikator kinerja = -===---- X 100%
R 80 buku
= 100%

Indikator Kinerja Individu ke 2. Jumlah Dokurmen KUPA-PPAP

» Realisasi
Capaian indikator kinerja = : ' - x 100%
~ . Rencana :
. : 80 Buku ; :
‘Capaian indikator kinerja = - x 100%
‘ 80 Buku [
= - 100%

Indikator Kinerja Individu ke 3. Jumlah Peserta Asistensi RKA

Realisasi

Capaian indikator kinerja = ‘ : ‘ x 100%
' ‘Rencana -

S - 144 peserta
Capaian indikator kinerja = ———— : -- x 100%
" 144 peserta
= 100%

/ , 12
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» ]

KESIMPULAN : - ]
Dari sajian data tersebut dapat ~disimpulkan bahwa rata-rata persentase
reahsa31 Kinerja dicapai Ilndlkator Kinerja Individu kami selaku If{epala Sub
Bldang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran dengan rata-rata 100
persen. Dan Output kinerja : atas keglatan tersebut juga berhasil dllaksanakan
sesuai target, hal ini dapat dibuktikan bahwa terkait Keglatan ke (1)
Penyusunan KUA-PPA tercapai output kinerja 100% dan Keglatan ke (2)
' Penyusunan KUPA-PPAP tercapai output kinerja 100%, serta keglatan ke (3)
A81sten31/ Inventarisasi RKA APBD dan Sinkronisasi Anggaran dengan capalan

output kinerja 100%. . =~ ‘ ,
Tentunya apabila dlsandmgan dengan Realisasi Kinerja atas Indlkator Program
Kepala Bldang Anggaran, maka Klner_]a Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Kebijakan Penganggaran sangat berpengaruh besar atau berkontrlbu31 besar
terhadap capaian . kmer_]a Program, karena ketlga kegiatan tersebut hmer

terhadap tUJuan program.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

| Tahapan akuntab111tas kinerja yaitu evaluasi klnerja Evaluasi
bertu_]uan untuk mengetahul capaian realisasi, kemajuan dan kendala-
kendala yang dljumpal di dalam pelaksanaan kegiatan- keglatan dalam
rangka pencapaian mISI agar dapat dinilai dan guna perbaikan

pelaksanaan program / keglatan d1 masa yang akan datang. ‘
| Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Badan. Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dljelaskan mela1u1

pencapalan indikator kmerja sasaran. '

‘Mengacu pada :Visi dan Misi Pemerlntah Daerah Kabupaten
MOJOkeI‘tO yang tertuang dalam ‘Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Daerah Kabupaten MOJokerto Periode 2016-2021, dimana BPKAD selaku
Perangkat Daerah ‘yang mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Keuangan,
dalam rangka terwujudnya pencapaian m1s1 ke 2 Yaitu Mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berw1bawa melalui
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih
profess1ona1 aspiratif, partisipatif, dan transparan dengan 'I‘ujuan

Mewujudkan Tata Kelola ‘Pemerintahan Kabupaten Mo_]okerto! yang baik,
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telah ditetapkan Imdlkator dari Tujuan tersebut yaltu Indeks Reforma31
B1rokras1 : o i |
Untuk ’mencapal kenaikan Indeks Reformasi dlmaksud maka
Pernermtah Daerah telah menetapkan Sasaran yaitu Memngkatnya ,
Akuntablhtas Kinerja dan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto
dengan 3 Ind1kator Sasaran ya1tu 1. Opini BPK = WTP, 2. N1la1 SAKIP = A
dan 3. Predlkat EKPPD brepred1kat Sangat T1ngg1 ‘ f
Mengacu pada Indikator Sasaran pada RPJMD yaitu Indlkator ke 1

dengan target Opini BPK = WTP atas Penilaian Laporan Keuangan
Pemerlntah Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 'I‘ujuan yaitu Menmgkatkan
Akuntablhtas Keuangan dan : Kinerja di Pemerintahan | Kabupaten
MO_]OkeI‘tO dengan Sasaran Menmgkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah dengan Indlkator Kinerja yaitu : Persentase OPD dengan
tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik. §

‘ Agar Indikator Klnerja “Persentase OPD dengan :tata Kelola
Keuangan dan Aset ‘Daerah yang baik” dapat terlaksana maka perlu
dldukung Program-program yang tepat sasaran dan berpengaruh terhadap
Indikator Klnerja Utama Kepala BPKAD tersebut. Terdapat 3 (tlga) Program
Utama, dlmana ke tiga-tiganya saling mendukung satu sama lain dan
ketlga program ini adalah Program penunjang ’I‘ugas Pokok dan Fung81
masmg—masmg Kepala Bldang yakni : ; _
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
8. Program Pembinaan dan Fa3111ta31 Pengelolaan Keuangan Daerah

‘ Program yang dicetak miring d1atas yaitu Program Pemngkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Program yang
dlemban oleh Kami selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan
Penganggaran untuk mencapa1 tujuan dan sasaran Badan | Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dengan Indikator Program yaitu seberapa besar
persentase kesesualan Program dan Keglatan pada OPD terhadap
Dokumen Perencanaan Tentunya Indikator Kinerja tersebut dapat diukur
dengan beberapa parameter . yaitu, sejauhmana tingkat kesesualan.

Program dan Keglatan OPD terhadap Dokumen Perencanaan Dari
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|

I
Parameter tersebut kam1 selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Kebijakan Penganggaran memastlkan Indikator tersebut dapat tercapai,
sehmgga pada akhlrnya Indikator Kinerja Program Kepala Bldang
Anggaran dan Indiktaor Kmerja Utama Kepala BPKAD terwujud. | |

Dari evaluasi dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka

mequudkan kinerja yang opt1ma1 khususnya dalam rangka pencapalan

E atas Indikator Kinerja Ind1v1du Kami selaku Kepala Sub Bidang

Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran memerlukan Keglatan yang :

~ linier dan berdampak langsung terhadap Indikator K1nerja Program yaltu. r

Keglatan -kegiatan sebaga1mana telah ditetapkan melalui Perjanjlan Kinerja
yang telah kami per_]anjlkan f '

‘ Evaluasi tersebut tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan
menJadl keluaran dan penllalan dalam proses penyusunan/ keglatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapalan sasaran tujuan
Dengan demikian pencapalan kmer_]a adalah pencapaian yang dapat
diukur 'sejauhmana 1nd1kator kinerja yang telah d1tetapkan dapat
dilaksanakan dengan program dan kegiatan yang dljalankaogram dan
keglatan atau dengan kata lain sejauhmana program dan kegiatan
dllaksanakan dalam mendukung keberhasﬂan sasaran strategls sesuai
masmg masing 1nd1kator kmerjanya ,

Dengan demikian bahwa tercapainya target klnerja yang
dlbebankan kepada kami selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Kebijakan Penganggaran tidak terlepas dari dukungan keglatan yang
berorintasi hasil terhadap Indlkator Program.

CAPAIAN DAN REALISASI KINERJA TA. 2020 |

D1t1nJau dari capaian kinerja pada tahun 2020, Kepala Sub
B1dang Perencanaan dan: Kebijakan Penganggaran telah melaksanakan
Tugas Pokok dan Fungsi Utama sebagaimana diamanatkan dalam Sesua1
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 20167 :
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten MOJokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Mojokerto Nomor 5). serta Peraturan Bupat1 Mojokerto Nomor |

78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Orgamsa31 Tugas dan
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Fungsi serta Tata Kerja ‘Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Mojokerto yang mempunya1 tugas pokok membantu Bupati

dalam melaksanakan fungs1 penunjang urusan pemermtahan yang

menjadl kewenangan daerah di bidang keuangan. |
Selanjutnya kam1 sajikan Realisasi Kinerja atas pelaksanaan

Keglatan dalam rangka mendukung tercapainya Kinerja Kepala Bldang'

Anggaran yaitu salah satu Indikator Kinerja Kepala Bidang Anggaran yaitu

sebagai berlkut

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 %

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALIAS CAPAI
; | UTAMA - ASI | AN (%)
(1| (2) - (3) (4) (5)| (6)
1. | Meningkatnya |IKI Kepala Bidang | 48 opd 48 opd 100%
Kualitas Anggaran: ' b
Pengelolaan Persentase OPD yang
| Keuangan dan | menyusun RKA sesuai
| Aset Daerah Pedoman
2. . o IKT Kepala Sub Bidang
| | Perencanaan dan |
Kebijakan ‘ ’
Penganggaran : '
1. Jumlah Dokumen | 75 buku | 75 buku | 100%
KUA-PPA ,
2. Jumlah Dokumen | 75 buku | 75 buku 100%
KUPA-PPAP ,
3. Jumlah  Peserta | 136 136 |
Asistensi RKA peserta pesefta 100%
REALISASI ANGGARAN |

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggung]awaban mengehal
1ntegr1tas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan
perundangan-undangan Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan
'keuangan yang berlaku, meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
uang SKPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuan‘gan adalah

anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara perlodlk
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sehlngga nampak proses penganggaran secara keseluruhan relevan untuk
dlpertanggung]awabkan dan pengendahannya pada berbagai tlngkatan operasi:
dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan Tahun Anggaran 2020 _
Berdasarkan uraian tesebut, sebaga1 bentuk pertanggungjawaban kam1 selaku‘_
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran, kaml sajlkan
Realisasi Anggaran sebagal Tabel ‘berikut : E ‘
‘ TABEL : REALISASI ANGGARAN ,!
v . CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 % » ,
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN
NO | SASAR | INDIKATOR KIN ERJA TARGET REALIASASI CAP

!
f

AN UTAMA | AIAN |

- D)

(1) | (2) . (3) ' 4 | 6] (6)

1. | Mening | Persentase OPD yang 100% 100% 100

katnya | menyusun RKA sesuai | S R %
Kualita | pedoman ;
s IKI Kepala Sub B1dang |
Pengelo | Perencanaan - dan ’

|laan | Kebijakan '

| Keuang | Penganggaran : |
|an dan | 1. Jumlah Dokumen | 155.850.000 | 120.079.850 | 77,0

| Aset KUA-PPA |
~|Daerah | 2. Jumlah Dokumen | 135769 000 106.571.750 | 78,4 |
| KUPA-PPAP o ;
3. Jumlah Peserta : :
. Asistensi RKA 215.000.000 | 193.440.250 | 90,0

Dari Tabel. dlatas menunjukkan bahwa pencapalan Realisasi

Anggaran 3 (tiga) Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa : }

1. Walaupun Serapan Anggaran tidak Optimal = 100 % namun
‘ Ouput/keluaran diperoleh menunjukkan hasil yang optimal Tidak
| optimalnya serapan ‘anggaran lebih dikarenakan efek darl refocusing
- anggaran serta pelaksanaan kegiatan yang sedikit terhambat dampak

| dar1 pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia di tahun 2020.
!
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2. ‘Output atau keluaran dari. kegiatan tersebut berorintasi hasil yang
mendorong dan mendukung Indlkator Program Kepala Bldang Anggaran

!
dapat terquud ‘ - . |

D. RENCANA TINDAK LANJ uT
Secara umum Capalan K1ner_]a kami selaku Kepala Kepala Sub Bidang
‘Perencanaan dan Kebuakan Penganggaran menunjukkan bahwa capaian
“keberhasﬂan atas pelaksanaan program kegiatan dapat d1kategor1kan
:telah sesuai dengan sasaran dan target yang d1rencanakan walaupun'
:“mas1h terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan daerah,
: antara lain , {
1. Aspek Perencanaah ‘ ~ x
a. Pola pikir dalam menyusun perencanaan anggaran ma31h bersifat
rutinitas serta . belum berbasis kinerja dan tidak dldasarkan pada
sasaran dan 1nd1kator kinerja pada Rencana Strateglk Perangkat
Daerah ; | ;
b. Perencanaan program kegiatan masih ber31fat formahtas
par31al/sektoral seh1ngga sangat d1mungk1nkan adanya program
atau kegiatan baru yang pelaksanaannya muncul pada tahun
anggaran ber_]alan
C. Perencanaan masih kurang visioner dan/atau belum
mengant1s1pas1 adanya kebijakan atau peraturan perundang-'
undangan baru. ‘{
2. Aspek Pelaksanaan
‘ a. Terbatasnya sumber daya manusia yang mem111k1 ' kompetensi
dan kemampuan dibidang perencanaan anggaran program
kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
b. Adanya kebljakan atau regulasi yang diterbitkan dalam tahun
anggaran berJalan dan atau kebijakan yang kadang kala tidak
diikuti dengan petunJuk pelaksanaannya serta adanya perbedaan

kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan antara APBN
dan APBD (terdapat perbedaan sistem dan SOP) ; =’

l
]

|
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3. Aspek Penatausahaan, | o |
! a. Terbatasnya sumber daya manusia yang mem1hk1 kompetens1
dan kemampuan dlbldang penatausahaan keuangan daerah

b. Masih ditemukan kesalahan pembebanan rekening balk Rekemng
Pendapatan Belanja dan Pembiayaan saat Asistensi Penyusunani
| o | i
jl\/‘Iemperhatikan bebérapa kendala tersebut, untuk memlmmahslr.
}terjadlnya kesalahan yang sama dan berulang pada tahun tahun
berikutnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu
1) Optimalisasi dan pemberdayaan fungs1 Satuan Pengawas Internal‘

(SPI) pada masing- masing Perangkat Daerah : K

- 2) Melakukan pendamplngan dan mengikutsertakan pend1d1kan dan

pelatihan kepada para pengelola keuangan mulai dari perencanaan

pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggung]awaban

3] Memfasilitasi s1stem informasi pengelolaan keuangan daerah serta

mengembangkan aphka31 berdasarkan regulasi, dlnamlka dan
kebutuhan riil ;

!

' j 4] Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bldang dan

- Perangkat Daerah mela1u1 koordinasi, komunikasi dan konsohda31

Permasalahan : | : ‘

1)

Terbatasnya ruang kerja  sehingga kurang menduklung dalam
melakukan aktivitas kerja secara optimal. _ ‘

2) Terbatasnya ruang untuk peny1mpanan arsip dan gudang.

3) Masih kurangnya sarana prasarana kantor seperti Komputer printer,
~ Meja, Kursi, Lemarl ars1p dan peralatan penunjang lalnnya untuk'

kelancaran kegiatan. : |

Solusi ;

1) Perlu adanya penambahan ruang kerja sehingga lebih representatlf dan
- menciptakan suasana yang nyaman. |

2) Perlu adanya penambahan ruang untuk arsip dan gudang. | |

Penambahan peralatan untuk penunjang kelancaran keglatan seperti
komputer/PC, prlnter meja dan lemari arsip dll.
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E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG
RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan Kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

Ténggapan :

e e
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BAB III
PENUTUP

- Laporan Akuntab'ilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) selain
merupakan media pertanggungjaWaban juga berfungsi sebagal sarana
peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Kebijékan Penganggaranyang dilakukan dalam kurun waktu tahun [2020.

- Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah | dilakukan
sebagaimana dipaparkan pada Bab II, dapat dlsampalkan bahwa penyerapan
| Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan seluruh OPD dapat
menyesua1kan Program dan Keglatan pada OPD sesuai dengan Dokumen
Perencanaan adalah sebesar 100.%, walaupun secara angka reahsa31 anggaran
tidak opt1ma1 yang d1karenakan efek dari refocusing anggaran dampak dari
pandeml Covid-19 yang melanda seluruh dunla di tahun 2020. ‘

Capaian Indikator Klnerja tersebut adalah salah kunci keberhasﬂan
bagl Kepala Bidang Anggaran dalam mewujudkan seluruh | OPD agar
menyesualkan Program dan Kegiatan pada OPD terhadap dokumen
pereﬁcanaan yang pada 'akhirnya Sasaran BPKAD dalam M:eningkatkan
Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan indikator klnerja yiatu
mewujudkan seluruh OPD dapat melaksanakan Tata Kelola Keuangan dan
Aset Daerah yang baik tercapal L

 Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi P'emeriritah (LAKSIP)
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran Tahun 2020 ini

dlsusun dengan. harapan dapat bermanfaat bagi plhak—plhak yang

berkepentmgan

Mojokerto, J anpiari 2021

KEPALA BIDANG ANGGARAN KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN
. ) : DAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN

=

SAIMAN, S.SOS.MM | ADITYA DIMAS FAISAL, SE.MA.Ak.
| Pembina Penata
NIP. 196709101987101002 NIP. 19840311201001 1 012
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